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Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenrang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerimahan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran 

ientang 

dalam 
2. Undang-Cndang Nemer 13 Tahun 1950 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupatcn 

Menimbang bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 18 ayal (6) 
Peraturan Pcmerintah Nemer 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 87 
ayar (5) Perat.uran Menteri Dalam Ncgcri Namer 79 Tahun 2018 
tentang Sadan Layanan Umum Daerah , perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tent.ang Pengelolaan Utang/Pinjaman Jangka 
Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
Mengingat 

BUPATT GROBOGAN, 

DENGAN RAHMATTUHAI\ YANG MAHA ESA 

PENGELOLAAN UTANG/PINJ~'IIIAN JANGKA PENDEK PADA 
BADAN LA YANAN UMUM DAERAH 

TENTANG 

PER,\TURAN BUPATI GROBOGAN 

NOMOR }I TAHUN 2020 

BUPATI GROBOGAJ\ 

PROVL'lSI JAWA 1'1£:-lGAH 
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Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Orobogan. 
2. Bupati adalah Bupati Grobogan. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menctapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN UTANG/ 
r1rsJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH. 

MEMUTUSKAN : 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 teruang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahnn Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5679); 

6. Peraturan Pcmerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana relah diubah dengan Peraturan 

Pemeriruah Nornor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Hadan Layanan Unrurn (Lembo.ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
5340); 

7. Peraturan Menteri Dalarn Ncgeri Nornor 79 Tahun 2018 
tent.ang Badan Layanan Urnum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

8. Peraturan Oaerah Kabupaten Orobogan Nornor 8 Tahun 
2013 tentang t-ckck-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah 
[Lembarun Dacrah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 
Nomor 8 Seri 8); 



) 

rnelaksanakan rugas dan kewajiban sorta mempunyai fungsi 
sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan 
BLUD. 

10. Pejabat Kcuangan BLUD adalah pejabat pengelola BLUD 
yang herfungsi sebagai penanggung jawab keuangan. 

11. Pejabat, Teknis BLUD adalah pejabat pengclola 81.,UO yang 
berfungsi sebagai pcnanggung jawab kegiatan teknis 
opcrasional dan pelayanan di bidangnya, 

pengelola yang pejabat adalah 

kewenangan daerah otonorn. 
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutr.ya disingkat 

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana 
teknis dinas/badan daerah dalam mernberikan pelayanan 
kepada masyarakat yang mempunyai Ileksibilitas dalam pola 
pengelolaan kcuangan sebagai pcngecualian dari ketentuan 
pengelolaan Dacrah pada umumnya. 

5. Utang/Pinjaman .Jangka Pendek adalah utang/pinjaman 
yang mernbcrikan manfaat kurang dari l [satu) tahun yang 
tirnbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh 

dengan tujuan untuk rnenutup selisih antara jumlah kas 

yang tersedia ditarnbah proyeksi jumluh pencrirnaan kas 
dengan proyeksi jumlah pengcluaran kas dalam l (satu) 
tahun anggaran, 

6. Rericana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya 
disingkat RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan 
BLUD yang disusun dan disajikan scbagai bahan 
penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 

7. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah 
Iain yang dipersamak:an yang mernuat kesepekatan 
mengenai pinjaman antara su,;o dengan pemberi pinjamen. 

8. Pejabat Pcngelola Kcuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kcpala Sadan Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah Kabupaten 
Grobogan. 

9. Pemimpin BLVD 

rnenjadi yang pemerintahar, urusan pelaksanaan 

3. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyclenggara Pemerintahan Daerah yang mernimpin 
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Untuk ctapat melakukan Utang/Pinjaman .Jangka Pendek 
scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, BLUD wajib mernenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 
a. hanya untuk memenuhi kcbutuhan belanja operasional, 

dengan ketentuan : 
1. kcgiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RDA 

tahun berjalan, namun dana yang tersedia dari 
pendapatan BLUD tidak/belwn mencukupi untuk 
menutup kebutuhan/kekurangan dana unruk mcmbiayai 
keglatan dimaksud; dan 

2. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau 
tidak rncrnadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud. 

b. Utang/Pinjaman Jangka Pcndek dibuat dalam bentuk 
perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh 
Pemimpin DLUD dan pernbcri utang pinjarnan. 

Bagian Kedua 
Persyaratan 

Pasal 3 

(lJ BLUD dapat melakukan Utang/Pinjaman Jangka Pendek 
kcpada pihak lain sehubungan dengan kegiatan operasional. 

(2) Pihak lain sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. badan usaha yang berbadan hukum Indonesia berupa 

lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan; 
dan 

b. badan layanan urnum lainnya. 

(3) BLUO wajib mcngelola dan menyelcsaikan utangf pinjaman 
secara tcrtib, cfisien, ekonomis, transparan, dan 

bertanggung jawab, scsuai dengan praktik bisnis yang sehat. 
(4) Aset tetap BLUD dilarang dijadikan jaminan aias 

Utang/ Pinjaman .Jangka Pendek sebagairnana dimaksud 
pada ayat [1). 

BAB u 
PELAKSANMN UTANG/PINJAMAN ,IANGKA PEJ\DEK 

Bagian Kesatu 

Um urn 
Pasal2 



(1) Pelaksanaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek dilakukan 
dengan ket.entuan sebagai berikut : 
a. Pemimpin BLUD tanpa persetujuan Dewan Pengawas 

uutuk UtangiPinjaman Jangka Pendek dengan nilai 
sampai dengan 5% [lima per sen] dari jumlah pendapatan 
BLUD tahun anggaran sebclumnya yang tidak bersumher 
Iangsung dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah 

dan 'hibah terikat; atau 

Bagian Keernpat 

PeJaksanAan Utang/ Pinjaman Jangka Pendck 
Pasal5 

(1) Selai.n persyaratan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3, 
BLUD dalam menentukan besaran Utang/Pinjamru1 Jangka 
Pendek, harus memenuhl batasan utang/pinjo.man sebagai 

bcrikut : 
a. dalam nal BLUD tidak merniliki Utang/ Pinjaman Jangka 

Pendek, maka besaran Utang/ Pinjaman ,Jangka Pendek 
yang akan clilaksanakan paling·tinggi sebesar 10% [sepuluh 
person] dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran 

sebelumnya diluar pendapatan yang bersumber langsung 
dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah dan hibah 

terikat; atau 
b. dalam hal BLUD masih memlliki Utang/Pinjaman .Jangka 

Pendek, maka besaran Utang/Pinjaman Jangka Pendek 

yang akan dilaksanakan tidak boleh rnelebihi 10% [sepuluh 

persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran 
sebelumnya yang tidak bersu1nbe.r langsung dari. Anggaran 
Pcndapatan clan Belanja Oaerah dan hibah terikat setelah 
dikurangi jurnlah utang/ pinjaman jangka pendek yang 

masih ada. 
(2) Hibah terikat sd.1agaiman.a dimaksud pada ayar (1) huruf a 

dan huruf b merupakan pend~1i)atan. yang harus dipcrlakukan 

seauai peruntukan sebagaimana dimaksud dalarn kcterrtuan 
perat.uran perundang-undangan yang mengatur pengelolaan 

keuangan badan la.ya.nan urnum. 

Bagian Ketiga 

Batas Tertinggi Utfl.ng/Pinjaman .Iangka Pendek 

Pasal 4 



Pernbayaran clan penarausahaan Utang/Pinjaman Jangka 
Pendek BLUD dilaksanakan olch Pejabat Keuangan 8LUD. 

Bagian Keenum 
Pcmbayaran dan Penaiausahaan 
Utang/Pinjaman Jangka Pendek 

Pasal 7 

(1) Pelaksanaan Utang/Pinjaman .langka Pendek antara DLUD 
dengan pihak lain diruungkan dalarn Perjanjian 
Utang/Pinjaman Jangka Pendek, 

(2) Perjanjian Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana 
dimaksud pada ayat Pl paling sedikit rnemuat, : 
a. para pihak yang mengadakan Perjanjian Utang/Pinjaman 

.Jangka Pcndck; 

h. jumlah pinjarnan; 

c. pcrunrukan pinjaman; 
d. persyaratan pinjaman; 

e. tata cara pencairan pinjaman; dan 
f. tata cara pernbayaran pinjarnan. 

(3) Kewajiban yang tirnbul scbagai akibat dari Pcrjanjian 
Utang/ Pinjarnan Jangka Pendek rnerupakan tanggung jawab 
BLUD. 

Bagian Kelima 
Perjanjian Utang/Pinjarnan Jangka Pendek 

Pasa16 

b. Pernlmpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pcngawas 
untuk Utang/ Pinjaman Jangka Pendek dengan nilai 
di atas 5% nun A person] sampai dcngan } 0% [sepuluh 
persen) tlari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran 

sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat. 

(2) Dalarn ha! BLUD belum memiliki Dewan Pengawas, 
Utang/Pinjaman ,Jangka Pcndck sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan persetujuan PPKD. 
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BLUD dapat mcngajukan perubahan kegiatan yang didanai dart 
Utang/Pinjaman Jangka Pendek setelah melakukan evaluasi 
sebagairnana dimaksud dalarn Pasal IO ayat (3) dan 
menyampaikan laporan kepada Dewan Pcngawas atau kepada 
PPKD bagi BLUD yang tidak rnemilikl Dewan Pengawas. 

Pasal 11 

(1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi 
bulanan atas pengelolaan ULang/Pinjaman Jangka Pcndck. 

(2) Dalam ha! terdapat keterlarnbatan penyelesalan kegiatan 
atau penycrapan Utang/Pinjarnan .Jangka Pendek yang 
rendah, Pernimpin BLVD rnelakukan tindakan yang 
diperlukan untuk .mempercepar penyelesaian kegiatan at au 
penyerapan Utangj Pinjaman Jangka Pendck. 

(3) Pemimpin BLUD rnelakukan evaluasi kinerja kegiatan yang 
didanai dari Utang/Pinjaman Jangka Pendek paling sedikit 
setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar 
kincrja yang telah ditetapkan. 

BAB III 
MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT 

Pasal 10 

Periatausahaan Uuing/Pinjaman Jangka Pemlek sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 meliputi kegiatan : 
a. pengadrninistrasian pengelolaan Utang/ Piniarnan Jangka 

Pcndck; dan 
b. akuntansi pengelolaan Utang/Pinjamun Jangka Pendek. 

Pasal 9 

(l) Pembayaran Utang/Pinjaman .Jangka Pendek sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 7 antara lain berupa pembayaran 
pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya Iainnya yang harus 
dilunasi pada tahun berkenaan. 

(2j Mekanisme Pernbayaran Utang/Pinjaman Jangka Pendek 
dilaksanakan sesual dengan perjanjiau utang/ pin.jam an 
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 6. 

Pasal8 
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BERITAIJA'ERAH KABUPATEN GKOBOGAN TAHUN 2020 NOMOR \I 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal IO (l\a.~I:. J.-010 

.§:E~~ ~i;u.,;w..,j11ERAH 

pengundangan PeraLUran Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan .. 

rnernerin tahkan mengetahui.nya, orang setiap Agar 

Peraturan. Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkail. 

BABV 
KETENTUAN PEN UTUP 

Pasal 13 

(1) Pejabat K_euangan BLUD mcnyampaikan laporan rcalisasi 
µenyerapan clan pernbayaren kewajiban yang tirnbul akibat 
Utang/Pinjaman Jangka Pendek kepada Pernimpin BLUD 

setiap bulan. 
(2} Pejabat Teknis BLUD menya:mpaikan laporan realisasi 

kegiatau yang dibiayai dengan Utang/Pinjaman .Jangka 
Pendek kcpada Pemimpin BLUD setiap bulan. 

(3) Laporan bulanan sebagaimana i:limaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2} disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada PPKD dan 
Dewas Pengawas atau PPKD untuk BLUD yang tidak 

rnemiliki Dewan Pengawas. 

BAH [V 

PELAPORAN 
Pasal 12 
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